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BAB IV 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Maka demikian hasil penelitian yang dapat disimpulkan dari kasus yang 

diangkat yaitu: 

1. Penerapan pidana terhadap tindak pidana ujaran kebencian (hate speech) di 

media sosial dalam kebebasan berpendapat di muka umum berdasarkan 

putusan nomor 828/Pid.Sus/2020/PN.Dps ialah: bahwa terdakwa JX secara 

sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran Pasal 28 Ayat 2 UU ITE 

dan telah terbukti dipengadilan sehingga dijatuhi pidana penjara 1 (satu) 

Tahun 2 (dua) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh 

juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka 

diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, yang mana putusan 

tersebut tergolong minimum dikarenakan tidak mencapai 1/3 (sepertiga) dari 

ketentuan maksimal pidana yang terdapat pada Pasal 45A Ayat 2 UU ITE 

dan tidak mencapai 2/3 dari tuntutan jaksa penuntut umum.   

2. Pertimbangan hakim terhadap tindak pidana ujaran kebencian (hate speech) 

di media sosial dalam kebebasan berpendapat di muka umum putusan 

nomor 828/Pid.Sus/2020/PN.Dps secara yuridis (dakwaan jaksa penuntut 

umum, keterangan saksi dan terdakwa, barang bukti, serta hukum yang 

mengatur) telah terpenuhi dan telah terbukti dipersidangan sebagaimana 

telah tercantum didalam Putusan tersebut. Sedangkan pertimbangan hakim 

non yuridis, hakim telah menilai berdasarkan segi sosial, psikologis dan 

kriminologisnya. 
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B. Saran 

1. Pemerintah melakukan sosialisasi khususnya tentang subjek hukum yang 

dapat dilanggar dalam pasal UU ITE tersebut baik secara penyuluhan 

maupun melalui media (pamflet, baliho, brosur, spanduk, iklan)..  

2. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan oleh masyarakat yaitu, bijaklah 

dalam melakukan kebebasan berpendapat di media sosial dan sebaiknya 

masyarakat menambah edukasi diri dengan mengikuti dan memahami 

batasan kebebasan berpendapat agar tidak melanggar UU ITE melalui 

sosialisasi yang diberikan pemerintah.  .  
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